
 

 

 

 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

NOMOR 41 TAHUN 2022 

TENTANG  

PENDELEGASIAN WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 

TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN PERSETUJUAN 

PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN LINGKUNGAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 507 Peraturan 

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, perlu 

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian 

Wewenang Penerapan Sanksi Administratif Terhadap 

Pelanggaran Perizinan Berusaha dan Persetujuan 

Pemerintah Terkait Persetujuan Lingkungan; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan 

Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 

Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 827); 

 
SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5059); 

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang 

Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5339); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6757); 

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta 

Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6757); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 

Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan 

Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 

10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa 

Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 

tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58); 

8. Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang 

Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan 

Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634); 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDELEGASIAN 

WEWENANG PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF 

TERHADAP PELANGGARAN PERIZINAN BERUSAHA DAN 

PERSETUJUAN PEMERINTAH TERKAIT PERSETUJUAN 

LINGKUNGAN. 

 

Pasal 1 

(1) Gubernur berwenang menerapkan sanksi 

administratif kepada penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran: 

a. perizinan berusaha terkait persetujuan lingkungan 

yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Daerah 

Istimewa Yogyakarta; atau 

b. persetujuan pemerintah terkait persetujuan 

lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah 

Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta 

(2) Gubernur mendelegasikan wewenang penerapan 

sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan terhadap pelanggaran sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Perangkat 

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup. 

(3) Pendelegasian wewenang penerapan sanksi 

administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

meliputi: 

a. teguran tertulis; dan 

b. paksaan pemerintah. 

Pasal 2 

Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 1 bertujuan untuk: 

a. melindungi lingkungan hidup dari pencemaran 

dan/atau perusakan akibat dari suatu usaha dan/atau 

kegiatan; 



b. menanggulangi pencemaran dan/atau perusakan 

lingkungan hidup; 

c. memulihkan kualitas lingkungan hidup akibat 

pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup; 

dan 

d. memberi efek jera bagi penanggung jawab usaha 

dan/atau kegiatan yang melanggar peraturan 

perundang – undangan di bidang perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup dan ketentuan dalam 

persetujuan lingkungan. 

 
Pasal 3 

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 

penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa 

Yogyakarta. 

   Ditetapkan di Yogyakarta 

  pada tanggal 8 Agustus 2022 

 
GUBERNUR 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

ttd. 
 

HAMENGKU BUWONO X 
Diundangkan di Yogyakarta 

pada tanggal 8 Agustus 2022 

 

SEKRETARIS  DAERAH 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, 
 

ttd. 
 

R. KADARMANTA BASKARA AJI 

 

 

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 42   

Salinan Sesuai Dengan Aslinya 
KEPALA BIRO HUKUM, 

 
ttd. 

 
ADI BAYU KRISTANTO 

NIP. 19720711 199703 1 006 


